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KATA PENGANTAR 

 
 
 

 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas terselesaikannya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 pada 

Unit Penyelenggara Layanan Publik di lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone 

Bolango yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. Kegiatan ini 

merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan untuk mengkaji tingkat atau 

indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh 

Unit Layanan Publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2021. 

Laporan ini memuat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai 

pelayanan publik pada unit penyelenggara layanan Publik di lingkungan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Bone Bolango. Adapun tujuan dari survei ini adalah mengukur 

kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun 

rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Atas dasar 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka unit penyelenggara layanan 

publik sebagai penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan 

Masyarakat selama bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Hasil dari 

survei diharapkan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan 

permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik di lingkungan Badan 
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Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Bone Bolango. 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab 

penyelenggaraan Pemerintahan, laporan ini sangat terbuka terhadap saran 

dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas 

publik. 

 

SUWAWA, 31 Desember 2021 

KEPALA BAPPEDA-LITBANG 

Kab Bone Bolango 

 

 

BASIR NOHO, SE,.M.Adm.Pemb. 

NIP :19760212 199803 1 007 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 
Penyelenggaraan pelayanan public dilaksanakan oleh aparatur 

pemerintah  dalam berbagai sektor pelayanan. Melalui Undang-  

Undang Nomor     25  Tahun   2009     tentang 

Pelayanan Publik    dan  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 

2012 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009 

tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi 

pemerintahan,  baik  ditingkat   pusat maupun  daerah, untuk 

melakukan   survei  kepuasan   masyarakat  sebagai   tolak   ukur 

keberhasilan    penyelenggaraan  pelayanan. Kedua  produk hukum 

tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat 

merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Seiring 

dengan kemajuan       teknologi  dan      tuntutan    masyarakat dalam 

hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut 

untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat 

ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat yang 

disampaikanmelalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan 

tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap 

pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidak 
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percayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik harus 

mendapat perhatian dan penanganan yang  sungguh  –  sungguh  oleh 

semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat 

pada setiap aparatur kementerian/lembaga pada Khususnya yang 

notabene- nya merupakan jajaran terdepan instansi pemberi 

pelayanan publik (publicservice). Tingkat kualitas kinerja pelayanan 

publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, 

terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat juga 

acuan bagi kementerian/lembaga untuk mengevaluasi 

penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan publik, dengan itu upaya 

penyempurnaan pelayanan publik (public service) harus dilakukan 

secara terus menerus danberkesinambungan. 

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam 

perbaikanpelayanan publikadalah melakukan survei kepuasan 

masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan 

masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat 

beragam, untuk  memperoleh  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  diperlukan 

metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam 

Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan adalah salah satu OPD yang telah melaksanakan 
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pelayanan publik sesuai dengan tugas Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama- 

sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan 

memperhatikan kebutuhan dari masyarakat, sehingga pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara teliti, santun, 

responsif, akurat dan akuntabel agar menjadi penyelenggara layanan 

informasi publik bidang pertahanan yang tepat. Untuk mengukur hasil 

Survei Kepuasan Masyarakat mengenai Satker/Subsatker yang 

melaksanakan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan kuesioner 

kepada masyarakat untuk diisi melalui Petugas yang melaksanakan 

pelayanan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan kabupaten Bone Bolango. 

 
Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

 
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 

dalam Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di 

lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan merupakan salah satu upaya untuk mengetahui tingkat 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai dasar hukum yang 

melandasi pelaksanaan survei dimaksud yaitu: 

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038) ; 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012  Nomor  215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765) 

4. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2021 Tentang 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Instansi 

Pemerintah 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 tahun 2019 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kelola 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan. 

• Maksud dan Tujuan 

 

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini, adalah : 

 

• Maksud 

 
Maksud dari kegiatan ini, adalah : 

 

• Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Dasar Pemerintah Badan 

Perencanaan     Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 

2021, sehingga diperoleh Nilai/Tingkat 

Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman untuk 
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mengukur perubahan Nilai Kepuasan 

Masyarakat pada tahun berikutnya; 

• Memperbaiki kinerja Unit Pelayanan Publik pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan yang sekaligus 

merupakan cerminan kinerja pelayanan publik di 

Kabupaten Bone Bolango menurut persepsi 

pengguna jasa layanan atau publik; 

• Mengidentifikasi Harapan Masyarakat akan 

pelayanan publik pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan 

• Tujuan 

 

Tujuan dari kegiatan ini, adalah; 

 

• Terukurnya  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Di Kabupaten Bone 

Bolango Tahun 2022. Sebagai pengguna layanan dan 

meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

• Pemetaan kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh 

masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 

• Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik 

pada Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango Sebagai ukuran 

dasar dalam penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada tahun 

berikutnya; 
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BAN II 

PENGUMPULAN DATA SKM 

 

 

Pelaksana SKM 

 
Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat adalah setiap unit 

penyelenggara pelayanan yang terdapat pada Instansi Pemerintah 

dalam hal ini adalah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango dan telah 

dibentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyakat, yang terdiri dari 

Pengarah, Pelaksana (ketua dan anggota sebagai surveyor sebanyak 5 

orang). 

Metode Pengumpulan Data 

 
Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer 

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisioner yang 

dibagikan kepada orang,masyarakat dan pemerintah desa pada tahun 

2021. 

Lokasi Pengumpulan Data 

 
Lokasi pengumpulan data diambil dari responden/ sampel/ 

pelayanan Pemerintahan Daerah kabupaten Bone Bolango. 

Waktu Pelaksanaan SKM 

 
Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, waktu pelaksanaan 

Survei Kepuasan Masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 12 

( dua belas ) hari dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Jadwal Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 

NO KEGIATAN TANGGAL PELAKSANAAN 

1 Persiapan, Penyebaran Kuesioner 

SKM dan Pengumpulan data 

13 S/d 18 Desember 2021 

2. Pengelolaan Data SKM 20 S/d 21 Desember 2021 

3. Penyusunan laporan Hasil SKM 27 S/d 30 Desember 2021 

 
Penentuan Jumlah Responden 

 
Jumlah responden/sampel penelitian menggunakan tabel atau 

rumus cukup bervariasi. Tekhnik penarikan sampel dapat disesuaikan 

dengan jenis layanan, tujuan survei atau data yang diperlukan sesuai 

dengan kebutuhan. Responden dipilih secara acak yang ditentukan 

sesuai dengan cakupan pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel 

dan   populasi  dapat   menggunakan   tabel   sampel   dari  Krejcie   dan 

Morgan. Pada Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menggunakan 

rumus tabel pengambilan sampel yang cukup popular yaitu Tabel Krejcie   

dan   Morgan.   Berdasarkan   kunjungan   pemohon Pelayanan Terpadu 

pada Bappeda-Litbang setiap bulan rata-rata berkisar antara 75 S/d 100 

Masyarakat dan Aparat Desa. Namun jumlah tersebut tidak 

mengindikasikan jumlah orang yang Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Penelitian dan Pengembangan karena banyak dari pengunjung 

yang mengajukan administrasi lebih dari satu dan datang berulang dari 

data yang ada maka diperkirakan jumlah pengunjung pada Bappeda- 

Litbang  selama  1  Bulan  adalah  160  orang  sehingga  jika  dengan 

memperhatikan  tabel Krejcie dan Morgan menyebutkan bahwa 
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apabila populasi (N) berkisar 160 responden/pemohon, maka 

dibutuhkan sampel (n) sebanyak 28 responden untuk memenuhi akurasi 

hasil penyusunan survei. 

Tabel 2.3 

Sampel Morgan dan Krejcie 

 
Populasi 

(N) 

Sampel 

(n) 

Populasi 

(N) 

Sampel 

(n) 

Populasi 

(N) 

Sampel 

(n) 
10 10 220 140 1200 291 

15 14 230 144 1300 297 

20 19 240 148 1400 302 

25 24 250 152 1500 306 

30 28 260 155 1600 310 

35 32 270 159 1700 313 

40 36 280 162 1800 317 

45 40 290 165 1900 320 

50 44 300 169 2000 322 

55 48 320 175 2200 327 

60 52 340 181 2400 331 

65 56 360 186 2600 335 

70 59 380 191 2800 338 

75 63 400 196 3000 341 

80 66 420 201 3500 346 

85 70 440 205 4000 351 

90 73 460 210 4500 354 

95 76 480 214 5000 357 

100 80 500 217 6000 361 

110 86 550 226 7000 364 

120 92 600 234 8000 367 

130 97 650 242 9000 368 

140 103 700 248 10000 370 

150 108 750 254 15000 375 

160 113 800 260 20000 377 

170 118 850 265 30000 379 

180 123 900 269 40000 380 

190 127 950 274 50000 381 

200 132 1000 278 75000 382 

210 136 1100 285 1000000 384 
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Bobot nilai rata-
rata 

Tertimbang 

= 
Jumlah 
Bobot 

Jumlah 

= 
1 

=0,1

1 9 

BAB III 

PENGELOLAAN DATA SKM 

 

Jumlah Responden SKM 

 
Responden dipilih secara acak (random sampling) yang 

ditentukan sesuai cakupan penerima pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango 

.Guna terpenuhinya akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih 

ditetapkan 28 orang dari jumlah populasi penerima layanan. 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

1. Pengolahan Data 

 
Nilai   Indeks  Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung   dengan 

menggunakan “nilai  rata-rata  tertimbang”  masing-masing   unsur 

pelayanan yang berjumlah 14,  setiap unsur pelayanan  memiliki 

penimbang  yang  sama dengan   rumus  sebagai berikut :  Untuk 

memperoleh  nilai  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  penyelenggara 

pelayanan publik digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang 

dengan rumus sebagai berikut : 

 
 
 

 
Untuk   memperoleh   nilai   Indeks   Kepuasan   Masyarakat   (IKM) 

penyelenggara pelayanan publik digunakan pendekatan nilai rata-rata 

tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 
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Untuk  memudahkan  interprestasi  terhadap  penilaian  IKM  yaitu 

antara 28 – 100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai 

dasar 28, dengan rumus yaitu sebagai berikut : 

 
 
 
 

 
Kualitas/mutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilihat dari penilaian Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM). Katagori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

reformasi Birokrasi republuk Indonesia Nomor 14 tahun 2017 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut 

Tabel 3.1 

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanandan 

Kinerja Unit Pelayanan 
 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval 

(NI) 

Nilai 

IntervalKonversi 

(NIK) 

MutuPelayan 

an 
(x) 

Kinerja 

UnitPelayanan 

(y) 

1 1,00–2,5996 25,00–64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00–76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A SangatBaik 

Total dari Nilai Persepsi Perunsur 

IKM = = Nilai Penimbang 

Total Unsur yang Terisi 

 

SKM Unit Pelayanan x 
28 
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2. Indeks Setiap Unsur Pelayanan 

 

a. Nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. 

 

Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan 

dijumlahkan (ke bawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi 

oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan, 

masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah 

responden sebanyak 25 responden. Hasil survei diperoleh data 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Hasil Rata-rata Setiap Unsur Pelayanan 
 

NO UNSUR SKM NILAI RATA-RATA SKM 

1 Persyaratan 3,72 

2 Prosedur 3,76 

3 Waktu Pelayanan 3,84 

4 Biaya/Tarif 4.28 

5 Produk Layanan 3,68 

6 Kompetensi Pelaksana 3,6 

7 Perilaku Pelaksana 3,93 

8 Penanganan Pengaduan 3,8 

9 Sarana dan Prasarana 3,92 

 
Dari tabel hasil rata-rata setiap unsur pelayanan diatas, 

maka dapat disimpulkan pendapat responden yang menyatakan 

bahwa: 

 Waktu dalam memberikan pelayanan dengan nilai rata-rata 

3,84 (menyatakan  cepat); 
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 Perilaku Pelaksana dalam memberikan pelayanan dengan nilai 

rata-rata 3,68 (menyatakan sopan dan ramah); 

 Biaya/Tarif dengan nilai rata-rata 4,28 (menyatakan Gratis); 

 

 Unsur pelayanan lainnya mempunyai nilai unsur pelayanan 

diatas nilai 3 yaitu menyatakan hasilnya baik, meliputi 

persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, 

produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi petugas, kualitas 

sarana dan prasarana, penanganan pengaduan. 

b. Nilai Indeks Pelayanan 

 
Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, 

jumlah nilai ratarata per unsur pelayanan tersebut dikaitkan 

dengan 0,11 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. Maka untuk 

mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara 

sebagai berikut: (0,35x 0,11) + (0,37x 0,11) + (0,30x 0,11) + (0,44x 0,11) 

+ (0,36 x 0,11) +(0,34 x 011) + (0,32x 0,11) + (0,35x 0,11) + (0,32x 0,11) 

 
= 3,14. 

 

Dengan demikian nilai indeks pelayanan diperoleh 3,14. 

 

c. Nilai Survei Pelayanan 

 
Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, ke 9 unsur 

dari rata-rata tertimbang tersebut dijumlahkan, sebagai berikut: 

1. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 3,14x 28 

 
= 78,57 

 

2. Mutu Pelayanan termasuk kategori B. 
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3. Kinerja unit pelayanan adalah Baik. Lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan 

Kinerja Unit Pelayanan 

 

 
Nilai 

Persepsi 

 
Nilai Interval 

(NI) 

 
Nilai Interval 

Konversi 

(NIK) 

 
Mutu 

Pelayanan 

(x) 

 
Kinerja Unit 

Pelayanan 

(y) 

1 1,00–2,5996 25,00–64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 –76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644 – 3,532 76 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A SangatBaik 

 
d. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan 

 

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 

unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang 

mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

 

Pelayanan publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakanoleh Badan Publik baik dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan publik maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

Perundang-undangan, yang bentuk produk layanannya adalah berupa 

pelayanan jasa maupun administrasi. Manajemen dan pelaksanaan 

pelayanan publik harus diinformasikan dan mudah diakses oleh 

masyarakat. Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan 

pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan/ pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus 

dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. 

a. Persyaratan Pelayanan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatujenis pelayanan, baik persyaratanteknis maupun 

administratif. 

Tabel 4.1 

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan 
 

No Jawaban Skor Jumlah Persen 

1 Tidak Sesuai 1 0 0 

2 Kurang Sesuai 2 0 0 

3 Sesuai 3 6 24 

4 Sangat Sesuai 4 19 76 

JUMLAH 3,76 25 100 

Hasil uji frekuensi cumulativepercent pada Tabel 4.1 Kesesuaian 

Persyaratan Pelayanan berada di angka 94% yang berarti terindikasi 

bahwa semua persyaratan atau kemudahan proses dapat dipenuhi 
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dengan baik dan dapat meningkatkan kepuasan publik kedepannya. 

Mencermati pernyataan tersebut dapat ditarik suatu hipotesa bahwa 

pemahaman tentang persyaratan/ kemudahan proses menjadi 

landasan sikap dan perilaku publik dalam menerima pelayanan. 

Adapun pemahaman persyaratan/kemudahan proses pelayanan di 

kalangan publik digambarkan sebagaiberikut: 

1). Publik penerima pelayanan memahami bahwa yang dimaksud 

dengan persyaratan adalah terdiri dari 2(dua)yaitu persyaratan 

teknis dan persyaratan administratif yang wajib diinformasikan 

secara jelas pada publik. 

2). Publik juga memahami bahwa untuk mendapatkan pelayanan, 

publik harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh 

pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau 

persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3). Unit Pelayanan dalam menentukan persyaratan, juga harus dikajji 

terlebih dahulu agar benar-benar relevan dengan jenis pelayanan 

yang akan diberikan dan juga harus dihilangkan seluruh 

persyaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan 

proses pelayanan. 

b. Prosedur Pelayanan 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi 

pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Prosedur 

pelayanan merupakan rangkaian proses atau tata kerja yang 

berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan 
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secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam 

rangka penyelesaian sesuatu pelayanan.Untuk memberikan 

pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkansistem yang 

tertata. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, system 

pelayanan public yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi 

.Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif 

pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. 

Tabel 4.2 

Kemudahan Prosedur Pelayanan 

No Jawaban Skor Jumlah Persen 

1 Tidak Mudah 1 0 0 

2 Kurang Mudah 2 0 0 

3 Mudah 3 9 36 

4 Sangat Mudah 4 16 64 

JUMLAH 3,64 25 100 

 

Hasil uji frekuensi cumullative percent pada Tabel 4.2 

Kemudahan Prosedur Pelayanan berada diangka 91% yang berarti 

terindikasi bahwa semua Sistem, Mekanisme dan Prosedur dalam 

pelayanan publik transparan dan mudah diterima oleh masyarakat. 

Mencermati pernyataan tersebut dapat ditarik suatu hipotesa bahwa 

pemahaman tentang sistem, mekanisme dan prosedur menjadi 

landasan sikap dan perilaku publik dalam menerima pelayanan. 

Adapun pemahaman sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 

dikalangan publik digambarkan sebagaiberikut: 
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1) Publik sangat memahami bahwa prosedur pelayanan publik 

terukur dengan sederhana, tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam 

bentuk Flow Chart (Bagan Alur) yang dipampang dalam 

ruangan pelayanan. 

2) Publik atau penerima pelayanan memahami pentingnya Bagan 

Alur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang 

merupakan bagian dari mekanisme pelayanan publik karena 

memiliki manfaat sebagai: 

a) Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan. 
 

b) Informasi bagi penerima pelayanan. 

 
c) Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja 

pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima 

pelayanan. 

d) Pendorong terwujudnya system dan mekanisme kerja yang 

efektif dan efisien. 

e) Pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan  aparat

 pengawasan untuk melakukan 

penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan 

kerja. 

3) Sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik dinilai 

mampu menggambarkan proses pelayanan, petugas/pejabat 

yang bertanggung jawab untuk setiap tahap pelayanan, unit 

kerja terkait, waktu, dan dokumen yang diperlukan, dimulai dari 



18  

penerimaan berkas permohonan sampai dengan 

selesainyproses pelayanan. Penerapanpelayanan publik yang 

baik, berakibat tidak hanya masyarakat yangmerasa 

terbantu, namun kinerja Badan Publik juga akan semakin 

efektifdan efisien. Proses yang yang biasanya berbelit dan 

lama menjadi lebihefisien. Dari sisi badan publik, data yang 

masuk terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi 

rujukan dikemudian hari. Penerapan teknologi dapat menjadi 

salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. 

 

c. Waktu Pelayanan 

 
Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap 

jenis pelayanan. Dengan demikian waktu penyelesaian pelayanan 

meliputi jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari 

dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan 

administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Dalam 

penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan 

jadwal waktu pemberian pelayanan. Untuk itu dalam menyusun jadwal 

waktu pelaksanaanpelayanan publik, hendaknya benar-benar 

diperhitungkan beban kerjanyasecara realistis. Dihitung beban atau 

volume kerja rata-rata dan masing - masing meja/ petugas, dan 

perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan,k 

emudiand isesuaikan tata urutan kerjanya, sehingga dapat 
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diperkirakan jumlah keseluruhan jam/hari kerja yang diperlukan untuk 

memproses/menangani pelayanan tersebut. 

Tabel 4.3 

Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan 
 

No Jawaban Skor Jumlah Persen 

1 Tidak Cepat 1 0 0 

2 Kurang Cepat 2 0 0 

3 Cepat 3 14 56 

4 Sangat Cepat 4 11 44 

JUMLAH 3,44 25 100 

 
 

Hasil uji frekuensi cumulative percent pada Tabel 4.3 Kecepatan 

Waktu Dalam Memberikan Pelayanan berada di angka 86 % yang 

berarti terindikasi bahwa waktu penyelesaian Kurang terukur 

dengan pasti, Kurang konsisten danKurang dapat diterima oleh 

masyarakat. Mencermati pernyataan tersebut dapat ditarik suatu 

hiptesa bahwa pemahaman tentang Waktu penyelesaian menjadi 

landasan sikap dan perilaku publik dalam menerima pelayanan. 

Adapun pemahaman Waktu penyelesaian pelayanan dikalangan 

publikd igambarkan sebagai berikut: 

1) Publik atau penerima layanan di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kurang 

memahami bahwa kepastian dan kurun waktu penyelesaian 

pelayanan sudah diinformasikan secara jelas padapublik. 

2) Pelayan Publik dalam memberikan pelayanan sudah 

berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang 

pertama kaii mengajukan pelayanan harus lebih dahulu 
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dilayani/ diselesaikan apabila persyaratan lengkap 

(melaksanakan asas First in First Out/FIFO). 

 
3) Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan public 

harus dioptimalkan lagi dan diinformasikan secara jelas, 

diletak kan didepan loket pelayanan,ditulis dengan huruf 

cetak dan dapatdibaca dalam jarak pandang minimum 

3(tiga)meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. 

d. Biaya atau Tarif Pelayanan 

 
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara 

dan masyarakat. Ketidak jelasan informasi biaya kerap kali 

menimbulkan permasalahan. Publik sering kali dihadapkan pada 

kebingungan pada jumlah rupiah yang harus mereka keluarkan. 

Dengan demikian untuk mencegah potensi terjadinya pungutan  tidak 

resmi, penyelenggara pelayanan publik wajib memampang besaran 

biaya atau tarif yang harus dikeluarkan penerima layanan 

publik. 
 

Tabel 4.4 

Kewajaran/Tarif Dalam Pelayanan 

 

No Jawaban Skor Jumlah Persen 

1 Sangat Mahal 1 0 0 

2 Cukup Mahal 2 0 0 

3 Mahal 3 2 4 

4 Gratis 4 23 96 

JUMLAH 3,92 25 100 
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Hasil uji frekuensi cumulative percent pada Tabel 4.4 Kewajaran 

Biaya Pelayanan yaitu  berada di angka 98 % yang berarti 

terindikasi bahwa penetapan Biaya/Tarif Pelayanan yang 

cenderung tidak dipungut biaya alias gratis dalam pelayanan publik 

adalah transparan dan dapat diterima oleh masyarakat. 

Mencermati pernyataan tersebut dapat ditarik suatu hipotesa 

bahwa pemahaman tentang biaya/tarif menjadi landasan sikap dan 

perilaku publik dalam menerima pelayanan. Adapun pemahaman 

biaya/tarif dalam pelayanan dikalangan publik digambarkan 

sebagai berikut: 

1) Biaya/tarif dalam pelayanan publik merupakanimbalan atas 

pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara 

pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan. 

2) Publik menyadari bahwa kepastian dan rincian biaya pelayanan 

publik wajib diinformasikan secara jelas dan diletakkan didekat 

loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca 

atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. 

3) Transparansi biaya/tarif dalam pelayanan publik dilakukan 

dengan tujuan untuk mengurangi semaksimal mungkin 

pertemuan secara personal antara pemohon/penerima 

pelayanan dengan pemberi pelayanan. 

e. ProdukPelayanan 

 
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan 
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yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi 

jenis pelayanan. 
 

Tabel 4.5 

Kesesuaian Produk Pelayanan 
 

No Jawaban Skor Jumlah Persen 

1 Tidak Sesuai 1 0 0 

2 Kurang sesuai 2 0 0 

3 Sesuai 3 15 60 

4 Sangat Sesuai 4 10 40 

JUMLAH 3,4 25 100 

Hasil uji frekuensi comulative percent pada Tabel 4.5 

Kesesuaian Produk Pelayanan Antara Yang Tercantum Dalam Standar 

Pelayanan Dengan Hail Yang Diberikan berada diangka 85 % yang 

berarti terindikasi bahwa penetapan produk spesifikasi jenis pelayanan 

adalah terinci dengan jelas dan dapat diterima oleh masyarakat. 

Mencermati pernyataan tersebut dapat ditarik suatu hipotesa bahwa 

pemahaman tentang produk spesifikasi jenis pelayanan menjadi 

landasan sikap dan perilaku publik dalam menerima pelayanan. 

Adapun pemahaman Produk Spesifikasi jenis pelayanan oleh kalangan 

publik digambarkan sebagai berikut: 

1) Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

2) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan menggambarkan hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dan pemenuhan produk dan spesifikasi 
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jenis pelayanan kesehatan merupakan salah satu program 

prioritas dalam meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. 

 
3) Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 

spesifikasijenis pelayanan atau ketentuan yang telah ditetapkan, 

sehingga sudah sesuai dengan data pemohon jadi sedikit 

kemungkinan terjadi kesalahan data. 

f. Kompetensi Pelaksana Pelayanan 

 
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman. Kompetensi petugas memberi pelayanan harus 

ditetapkan dengan tetap berdasakan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan 

dengan tanggung jawab petugas pelayanan seperti pengetahuan, 

kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan. 

Tabel4.6 

Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan 

 

No Jawaban Skor Jumlah Persen 

1 Tidak Kompoten 1 0 0 

2 Kurang Kompoten 2 0 0 

3 Kompoten 3 3 12 

4 Sangat Kompoten 4 22 88 

JUMLAH 3,88 25 100 

 
 

Hasil uji frekuensi cumulative percent pada Tabel 4.6 

Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan beradadi angka 

97% yang berarti terindikasi bahwa Kompetensi Pelaksana dalam 

kegiatan pelayanan publik adalah sesuai dengan realita, 
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bertanggung jawab dan dapat diterima oleh masyarakat. Mencermati 

pernyataan tersebut dapat ditarik suatu hipotesa bahwa pemahaman 

tentang Kompetensi Pelaksana menjadi landasan sikap danperilaku 

publik dalam menerima pelayanan. Adapun pemahaman tentang 

Kompetensi Pelaksana dalam pelayanan publik oleh kalangan publik 

digambarkan sebagai berikut: 

1) Kompetensi personelyang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan harus ditetapkan secara formall 

berdasarkan Surat Keputusan. 

2) Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab 

dibidang pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai standar 

operasional. 

3) Pentingnya kompetensi pelaksana dapat dipahami karena 

beberapa alasan yaitu: 

1. Kompetensi merupakan cara terbaik untuk memahami 

kinerja dengan cara mengamati apa yang sebenarnya orang 

lakukan untuk berhasil dari pada mengandalkan asumsi-

asumsi yang tidak jelas. 

2. Cara terbaik untuk mengukur dan memprediksi kinerja 

adalah dengan menilai apakah individu memiliki kompetensi 

yang diharapkan. 

3. Kompetensi dapat dipelajari dan dikembangkan. 

 
g. Perilaku Pelaksana Pelayanan 

 

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 
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pelayanan. Personel sebagai pelaksana pelayanan publik memegang 

peran yan gsangat penting dan strategis dalam hall pelaksanaan 

pelayanan publik olehkarena itu agar pelaksanaan pelayanan publik 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dituntut personel yang 

profesional serta diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat 

lainnya. Untuk mendapatkan personelyang profesional tersebut 

diperlukan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan 

tuntutan organisasi. 

Profesionalis memerupakan cerminan keterampilan dan 

keahlian bagi personel yang dapat berjalan efektif apabila didukung 

dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang 

pendidikan dengan bebankerja yang menjadi tanggungjawabnya dan 

juga sebagai cerminan potensidiri yang dimiliki personel yang 

terlibat dalam pelayanan publik, baik dariaspek kemampuan maupun 

aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, 

produktivitas dan kreativitas. 
 

Tabel 4.7 

Perilaku Petugas Pelayanan 

 

No Jawaban Skor Jumlah Persen 

1 Tidak Sopan dan Ramah 1 1 4 

2 Kurang Sopan dan Ramah 2 7 25 

3 Sopan dan Ramah 3 9 36 

4 Sangat Sopan dan Ramah 4 16 64 

JUMLAH 3,64 25 100 

 

Hasil uji frekuensi cumulative percent pada Tabel 4.7 Perilaku 

Petugas Dalam Pelayanan berada di angka 91 % yang berarti 
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terindikasi bahwa Perilaku Pelaksan adalam kegiatan pelayanan 

publik adalah kurang mendukung etos kerja, etika kerja namun hal 

tersebut akan dilakukan pembinaan agar lebih baikuntuk kedepan. 

Mencermati pernyataan tersebut dapat ditarik suatu hipotesa bahwa 

pemahaman tentang Perilaku Pelaksana menjadi landasansikap dan 

perilaku publik dalam menerima pelayanan.. 

Adapun pemahamantentang Perilaku Pelaksana dalam 

pelayanan publik oleh kalangan public digambarkan sebagai berikut: 

1) Terdapat beberap afaktor yang menjadi penghambat dan 

mempengaruhi perilaku personel pelayanan terhadap kualitas 

pelayanan, antara lain: keterbatasan sumberdaya manusia, 

kurangnya fasilitas kerja, terbatasnya sarana transportasi, perilaku 

pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

2) Etika kerja atau etos kerja yang baik menjadi salah satu alternatif 

untuk meningkatkan pelayanan personel kepada publik, yang 

didalamnya terdapatsikap, perilaku dan rasa tanggung jawab 

pemberi pelayanan. 

3) Untuk meningkatkan pelayanannya kepada publik ada 3 (tiga) 

faktor yaitu pendidikan dan ketrampilan dimiliki oleh para 

pegawai, cara pandang; sebagai pelayanan bagi masyarakat 

dan abdi negara, dan penghargaan. 

h. Sarana dan Prasarana Pelayanan 

 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana prasarana 
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pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama 

pendayagunaan semua sarana dan prasarana secara efektif dan 

efisien untuk memberikan layanan secara profesional dibidang sarana 

dan prasarana dalam proses pelayanan publik yang efektif dan 

efisien. Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal 

yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. 

Adapun variabel kualitas pelayanan publik yang kuat dapat 

mempengaruhi kepuasan publik, karena salah satu strategi 

memberikan kepuasan kepada publik adalah dengan menampilkan 

kualitas pelayanan publik yang prima. 

Tabel 4.8 

Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan 
 

No Jawaban Skor Jumlah Persen 

1 Buruk 1 0 0 

2 Cukup 2 0 0 

3 Baik 3 16 64 

4 Sangat Baik 4 9 36 

JUMLAH 3,36 25 100 

 
Hasil uji frekuensi comulative percent pada Tabel 4.8 Kualitas 

Sarana dan Prasarana Pelayanan berada diangka 84% yang berarti 

terindikasi bahwa Sarana dan Prasaran adalah kegiatan pelayanan 

publik adalah sangat representatif dan dapat diterima dengan baik 

oleh masyarakat. Mencermati pernyataan tersebut dapat ditarik 

suatu hipotesa bahwa pemahaman tentang Sarana dan Prasarana 

menjadi landasan sikap dan perilaku publik dalam menerima 

pelayanan. Adapun pemahaman tentang Saranadan 
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Prasarana dalam pelayanan publik oleh kalangan publik 

digambarkan sebagai berikut: 

1) Variabel sarana prasarana dalam pelayanan publik secara 

signifikan sangat memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

publik, namun demikian walaupun suatu institusi pelayanan 

publik telah dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai 

tetapi apabila tidak difungsikan dengan seoptimal mungkin 

untuk melayani publik maka akan kurang dapat memberikan 

kepuasan publik. 

2) Salah satu strategi memberikan kepuasan kepada publik adalah 

engan menampilkan kualitas pelayanan publik yang prima 

khususnya pengadaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan 

publik. 

i. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan 

 
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata 

cara pelaksanaan penanganan dan tindaklanjut. Pelayanan publik 

pada masyarakat merupakan pelayanan yang dapat dipertanggung 

jawabkan dan berimbang. Dalam konteks ini, pelayanan publik 

hendaknya secara transparan menjelaskan alur pelayanan dan 

standart  apa  yang akan dilakukan  oleh  pemberi pelayanan, 

sehingga publik mengetahui pada batasan apa dirinya mendapat 

pelayanan. Dengan  demikian semua permasalahan yang 

menyangkut tentang pengaduan dapat diminimalkan. 
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Tabel 4.9 

Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan 
 

No Jawaban Skor Jumlah Persen 

1 Tidak Ada 1 0 0 

2 Ada Tetapi Tidak Berfungsi 2 0 0 

3 Berfungsi Kurang Maksimal 3 4 16 

4 Dikelolah Dengan Baik 4 21 84 

JUMLAH 3,84 25 100 

Hasil uji frekuensi comulative percent pada Tabel 4.9 

Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan berada di angka 96 % 

yang berarti terindikasi bahwa Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan dalam kegiatan pelayanan public di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kurang baik. 

Penanganan Pengaduan, Sarandan Masukan dalam kegiatan 

pelayanan publik sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas 

pelayanan publik sehingga dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat. Pelayanan Penanganan pengaduan pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembngan 

masih memerlukan upaya-upaya yang dapat  meningkatkan kualitas 

pelayanan dalam pengaduan dan saran kedepannya. Mencermati 

pernyataan tersebut dapat ditarik suatu hipotesa bahwa pemahaman 

tentang Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan menjadi 

landasan sikap dan perilaku publik dalam menerima pelayanan. 

Adapun pemahaman tentang Penanganan Pengaduan, Sarandan 

Masukan dalam pelayanan publik oleh kalangan publik digambarkan 

sebagai berikut: 
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1) Salah satu wujud nyata dalam praktik demokrasi dalam 

pelayanan publik adalah memberi kesempatan pada publik  

untuk menyampaikan pengaduan manakala pelayanan yang 

diterimanya tidak sesuai denganharapan atau tidak sesuai 

dengan apa yang dijanjikan oleh pemberilayanan. 

2) Pengaduan publik yang dikelola dengan baik oleh pemberi 

layananakan mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi 

badan publik yang diadukan,antara lain: 

1. Badan Publik semakin tahu akan kelemahan atau 

kekurangannya dalam memberikan pelayanan. 

2. Sebagai alat introspeksi diri untuk selalu responsif dan mau 

memperhatikan saran dan masukan dari publik. 

3. Mempermudah Badan Publik untuk mencari solusi guna 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

4. Apabila pengaduan ditangani secara cepat maka publik 

terkesan merasa kepentingan danharapannya diperhatikan. 

5. Dapat memperteba lrasa percaya dan kesetiaan pelanggan 

kepada badan publik penyelenggara pelayanan. 

6. Tindak  lanjut  penanganan komplain yang benar bisa 

meningkatkan kepuasan publik. 

Rencana Tindak Lanjut 

 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, 

diprioritaskan pada komponen atau unsur pelayanan yang masih 

mempunyai nilai paling rendah. Dalam Survei Kepuasan Masyarakat 
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dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan Tahun 2021 terdapat 3 (tiga) unsur yang masih memiliki 

nilai lebih rendah dibandingkan dengan unsuryang lain dan masuk dalam 

kategori kurang baik, adapun unsur pelayanan publik tersebut adalah: 

a. Waktu Pelayanan. Hasil uji frekuensi cumulative percentpada unsur 

Kecepatan WaktuDalam Memberikan Pelayanan berada pada urutan 

terendah diantara unsur pelayanan public yang lain. Untuk tindak 

lanjut kedepan Petugas yang ditugaskan akan diberikan pelatihan 

kembali agar dapat memberikan pelayanan yang prima, dan tepat 

waktu sebagaimana di harapkan oleh pengguna jasa. 

b. Perilaku Pelaksana Pelayanan. Hasil uji frekuensi cumulative 

percentpada unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan memperoleh nilai 

dari responden kurang baik diantara unsur pelayanan publik yang lain, 

namun demikian aspek perilaku pelaksana pelayanan yang berisi 

tentang etika kerja atau etoskerja masih dalam kategori cukup baik. 

Untuk tindak lanjut di masa yangakan datang adalah kualitas 

penyelenggara pelayanan publik khususnya pada aspek sikap perilaku 

akan terus ditingkatkan lebih baik sehingga dapat diterima oleh 

masyarakat. Upaya peningkatan tersebut dapat diupayakan melalui 

pendidikan dan latihan internal maupun eksternal dilingkungan 

BadanPublik. 

c. Sistem Penanganan Pengaduan Publik. Demi mendapatkan hasil yang 

maksimal dalam rangka pelayanan informasi perlu dilaksanakan 

peningkatan Sistem Penanganan Pengaduan Publik dengan 
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memanfaatkan  Teknologi Informasi dan  Komunikasi,s ehingga  seluruh 

pengaduan dapat diatasi dengancepat dan transparan. 

Tren Nilai SKM 

 
a. Nilai Rata-Rata Hasil Survei Tahun ini dengan Tahun Lalu 

 

Dari jenis pelayanan publik yang disurvei pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kecamatan-kecamatan Kabupaten 

Bone Bolango , mendapatkan skor berbeda-beda. 

Tabel 4.10 

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

Tahun 2020-2021 

No Tahun Survei 
Penilaian 

IKM Grade 

1 2020 84,04 B 

2 2021 94.38 A 

Rata-Rata IKM 

BAPPEDA- 
LITBANG 

89.21 A 

 
Berdasarkan tabel Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2020 – 

2021 dapat diliihat bahwa rata-rata IKM Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango 89.21 

dengan nilai mutu pelayanan A (Sangat baik). 
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b. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat per unsur 

 
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari Tahun 2020 sampai 

dengan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Adapun hasil Survei Masyarakat (SKM) Tahun 2020 s/d Tahun 

2021 diliahat dari unsur pelayana adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan 

Tahun 2020-2021 
 

TAHUN 
NILAI 

IKM 

MUTU 

PELAYANAN 

UNSUR PELAYANAN 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

2020 84 B          

2021 94.38 A 3,72 3,76 3,84 4.28 3,68 3.6 3,93 3,6 3,92 

 

Pada Tabel Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan, dapat dilihat nilai 

rata-rata unsur pelayanan tiap Tahun dimana unsur dengan nilai rata- 

rata paling rendah pada unsur Penanganan pengaduan, sedangkan 

unsur dengan nilai rata-rata paling tinggi pada unsur biaya/tarif. 
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c. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 

Tabel 4.12 

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

Tahun 2021 

No UNSUR SKM 
NILAI RATA-RATA 

SKM 

1 Persyaratan 3.72 

2 Prosedur 3.76 

3 Waktu Pelayanan 3,84 

4 Biaya/Tarif 3.28 

5 Produk Layanan 3,68 

6 Kompetensi Pelaksana 3,6 

7 Perilaku Pelaksana 3,92 

8 Sarana dan Prasarana 3,6 

9 Penanganan Pengaduan 3,92 

Hasil Konversi IKM Unit Pelayanan 94.38 

Mutu Pelayanan A (Sangat Baik) 

 
Pada Tahun 2021, jumlah sampel kuesioner survei indeks 

kepuasan masyarakat sebanyak 28 dan setelah dilakukan 

perhitungan   diperoleh   nilai   IKM   sebesar   94.38   dengan   mutu 

pelayanan A (Sangat baik). Jika dilihat lebih detail pada nilai rata- 

rata unsur pelayanan Tahun 2021, unsur dengan nilai rata-rata 

tertinggi adalah biaya/tarif (4.28) sedangkan unsur dengan nilai 

terendah adalah Sarana dan Prasarana (3,6). Berdasarkan nilai 

tersebut, maka unsur Waktu pelayanan harus lebih diperhatikan lagi 

agar kepuasan masyarakat dapat meningkat. 

d. Perbandingan Hasli SKM Tahun 2021 dengan Tahun Lalu 

 
Perbandingan antara hasil SKM Tahun 2020 dengan tahun lalu 

adalah untuk mengetahui apakah hasil capaian tahun  bersangkutan 

mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan 

tahun–tahun yang lalu. Untuk mengetahui perkembangan hasil SKM 

tahun 2020 s/d Tahun 2021 dapat dilihat 
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pada table dibawah ini : 

TABEL 4.17 

PERBANDINGAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERA, 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

TAHUN 2020 - 2021 
 

 
NO 

 
TAHUN 

JUMLAH 

POPULASI 

(N) 

JUMLAH 

SAMPEL 

(n) 

IKM UNIT 

PELAYANAN 

 
NILAI 

MUTU 

PELAYANAN 

1 2020 30 25 3,50 84 B 

2 2021 30 28 4 94.38 A 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Hasil Capaian Tahun 

2021 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya terjadi Kenaikan. 

Peningkatan Hasil SKM yang signifikan terjadi pada Tahun 2021 

dengan jumlah nilai 94.38 dengan Kategori A (Sangat Baik), 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 
 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone 

Bolango dengan mengambil penerima pelayanan publik sebagai responden 

berjumlah 28 orang diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

sebesar 94.38 dengan katagori untuk Mutu Pelayanan “A“ dan Kinerja Unit 

Pelayanan    dengan   katagori   SANGAT   BAIK.   Sedang   Nilai   Rata-rata   IKM 

perurusan pelayanan diperoleh sebesar 4. 

Nilai   rata-rata   IKM   ke   9   (sembilan)   unsur   pelayanan   yang 

telah dinilai oleh responden terdapat 1 Unsur Pelayanan yang memiliki nilai 

rata-rata  3,00, lima  unsur  pelayanan yang memiliki nilai rata-rata  IKM diatas 

4.00 dan dua unsur pelayanan dengan nilai rata-rata dibawah 4,00. Dengan 

melihat  nilai   capaian   IKM   tersebut   Badan   Perencanaan   Pembangunan 

Daerah, Penelitian dan Pengembangan kabupaten Bone Bolango harus mampu 

memperbaiki diri dalam pelayanan kepada masyarakat 

Suwawa, 31 Desember 2021 

KEPALA BAPPEDA-LITBANG 

 
 

BASIR NOHO, SE,M.Adm.Pemb. 

NIP. 197602121998031007 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 



 



 

 


